BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat
memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud
dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan
merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu
memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian
dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya
adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu
penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan,
bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum
itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.*

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi
menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strgfrecht in objectieve zin dan
hukum pidana dalam arti subjektif atau strgfrecht in subjectieve zin. Hukum
pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga
?II37

disebut sebagai hukum positif atau ius poenale

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif

% p.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Sinar Baru. Bandung,
1984), hal. 1-2.
%" 1bid., hal. 10.
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sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan
nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;

2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk
penjatuhan pidana, dan;

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan
penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara
luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan
atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang
dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius
puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti
subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak
negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan
dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar
larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu
diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh
hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius
puniendi harus berdasarkan kepada iuspoenale.*®

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah
suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara
atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai
pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-
tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran
terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus
berupa hukuman. *°

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan

% Sudarto, Hukum Pidana I, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990) hal. 9
% bid., hal. 10
“0p_AF. Lamintang, Op.Cit., hal. 2.
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hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.*

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana
adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau
keharusan yang terhadap pelanggarannya dian-cam dengan pidana (sanksi hukum)
bagi barang siapa yang membuatnya.*?

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum
publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif
maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi
berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi
si pelanggar untuk dapat dijatunkannya sanksi pidana yang
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim),
terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana
dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan
melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan
upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan  oleh
tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha
melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara
dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.*®

*! Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Erlangga, Jakarta, 2001), hal. 1.

2 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hal. 4.

*8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002), hal. 2.
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Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,** bahwa hukum pidana adat pun
yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat
dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam
kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum
adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka
perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu
negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat
dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan ‘'larangan atau tindakan
keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula
bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan,
serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan,
penjatuhan pidana danpelaksanaan pidana demi tegaknya hnkumyang bertitik
berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta
bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau
keadilan.

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi
hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung
kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum
masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang
negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan
atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku.
Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak

terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas

“EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001), hal. 15-16
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legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada
pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat
dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk
menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim
dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum.
Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim
sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan,
negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran
tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-pakan hukum yang
mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;

3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatunkan kepada seseorang Yyang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);

4. Cara rnempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

w

. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana
banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan
tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :
1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.

3. Perbuatan pidana dan.
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4. Tindak pidana.®
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan
merupakan subjek tindak pidana.*®
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah
pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang
tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati,
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain"*’ Simons,
merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/
perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan
dengan hukum (pnrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh
seseorang yang mampu bertanggung jawab. *®
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana
adalah membicarakan tiga hal, yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang.
Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan
yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat
dalam Titel XXI Buku Il KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)

yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas

EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, hal. 204.

**Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Refika
Aditama, 2003), hal. 59.

*" Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 86.

8 EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., hal. 205.
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perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3 Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang
dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik
hukuman vyang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman
tambahan. *

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan
"StraafbaarfeiF yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang
hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Stragfbaarfeit".*

Perkataan "feif itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari
suatu kenyataan™ atau "een gedeele van werkwlijkheid" sedang "straaf baar "
berarti "dapat di hukum™ hingga cara harafia perkataan "straajbaarfeit™ itu dapat
diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh
karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.>*

Utrech menyalin istilah strafbaar fit menjadi peristiwa pidana. Rupanya
Utrecht menerjemahkan istilah felt secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan
istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa
pidana">?

Hazewmkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang

* Google.com, "Bab | Pendahuluan”, Melalui https://www.google.com/#q=
I.+Perbuatan+yang-+dilarang, Diakses tanggal 18 Juni 2015.
50 i
Ibid.
*! 1bid.

°2 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 86.
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"stragfbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah
ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yang terdapat didalamnya.>®

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana,
seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pdana
Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.>*

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi stragfbaarfeit adalah
suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhada[ mana pelaku
mempunyai  kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk
menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Simons memberi defenisi “straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.>®

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di
pakai sebagai pengganti perkataan strag/baarfeit, yang berasal dari Bahasa
Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah
perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau
secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di

53 Google.com, Op.Cit.

> Andi Hamzah, Op.Cit.,hal 86-87.

> EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., hal. 205.
*® Google.com, Op. Cit.
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antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di
sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala
perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan
dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu
mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul
tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak
cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana
orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang
tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari
sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungj awabkan" , disini
berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nullapoena sine culpa).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya
pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu
bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungj awabkan
apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungj awabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan
tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana
Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:
a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah

Semua merumuskan delik (strqfbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan

antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di
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pihak lain.>

b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi
Van Hamel menyatakan merumuskan strafbaar feit itu adalah sama yang
dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana
bersifat dapat diduga.>®

c. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi
Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana
(tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (actieve
handeling) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak
melakukan suatu perbuatan (passieve handeling).*®

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijveri)
"dimuat dalam buku Il dan pelanggaran (overtredingeri) dimuat dalam
buku I1I.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
(formeel delicteri) dan tindak pidana materiil (materieel delicteri).

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (doleus delicteri) dan tindak pidana dengan tidak disengaja
(culpose delicteri).

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta
commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak
pidana omisi (delicta omissionis),

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus.

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak
pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak
pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas
pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicteri) dan tindak

*" Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 88.
* EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., hal. 205.
> 1bid., hal. 208.
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pidana aduan (klacht delicteri).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicteri),
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicteri) dan tindak
pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana
yang diperingan (gepriviligieerde delicteri).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicteri) dan
tindak pidana berangkai (samengestelde delicteri).®

Walaupun dasaf pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak

menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku Il itu semuanya itu bersifat
demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku Il mengandung sifat terlarang
kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal

489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran
pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum
dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198,
Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah
dimuat dalam undang-undang.

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti

jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan

pidana penjara. tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan

lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.®*

% Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana”, http://hukum.kompasiana.com/2011/10/
18/pengertian-tindak-pidana/, Diakses tanggal 15 Juni 2015.
81 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 123-124.
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Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran
secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum
pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap
percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan
pelanggaran.

2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan
dalam hal kejahtan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

3. Azas persorialiteif hanya berlaku pada warga negara Rl yang
melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang
menurut hukum' pidana Negara asing tersebut adalah berupa
perbuatan yang diancam pidana.

4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus
atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi
adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota
pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada
kejahatan.

5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana
terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan
saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.

6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut
pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek
daripada kejahatan.

7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena
telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang
diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika
penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.

8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam
pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-
undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.

9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan  dengan alat percetakan hanya berlaku pada
pelanggaran.

10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari
kejahatan saja. dan bukan dari pelanggaran.

11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya
diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum
Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran
jabatan.

12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana
dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang
menggunakan  sisten  hisapan  yang  diperberat  dengan
perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau
pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem
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kumulasi murni.®

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak
memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari
perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada
perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan
pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang
bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting.
Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian
orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk
selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada
selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak berganturig
pada sejaun mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya
digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu
belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat

hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

%2 Kompasiana, Op.Cit.
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C. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak tulen, tidak sah,
tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.®® Palsu menandakan suatu barang tidak
asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu.
Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang
yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.®*

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau
disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenarnya.®

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung
sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan
dengan yang sebenarnya.®®

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja
meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan
illegal/melanggar hak cipta orang lain.®’

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok

83 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka,
Jakarta, 2003), hal. 817.

* Ibid.

% Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hal.3

% |smu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, (Prestasi
Pustaka, Jakarta, 2011), hal. 89.

® Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”,
Http://\vwwaqolbu?2 7. blogspot. com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsiian. html, Diakses
tanggal 17 Pebruari 2015.
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kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.
Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang
memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat)
seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang
lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/
surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi
apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi
ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang
sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut
dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian
sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut
harus dilakukan dengan tujuan jahat.

2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku
harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu
yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.®®

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai
pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan
tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/
tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-
pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/
surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau "untuk

mempergunakannya" atau "menyuruh untuk diperguna-kannya" (Pasal 253 dan

%8 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", http:/lib.uin-
malang.ac.id/thesis/chapterji/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 17 Pebruari 2015
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263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4
macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang
menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan
surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu
perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pebuatan
membuat surat palsu (valschelijk opmaakeri) dan memalsu (vervalsen).®

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat
yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.
Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara
perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada
sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti
salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut
dengan surat yang dipalsu.™

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat
alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek
suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian
dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana

dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP.™

% Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)",
http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html, Diakses
tanggal 17 Pebruari 2015.

" 1bid

™ 1bid
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D. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.’®

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law
enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak
hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh
karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab
aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah
tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan
kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan
memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor
security.”

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa
penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap
mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,
untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan

hidup.

2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007), hal. 21.

"® Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Rajawali
Pers, Jakarta, 2005), hal. 21.
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Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh
subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan
hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa
saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang
berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan
tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan day a paksa.”*

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup
makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup
pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal
maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti
sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang
formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '/aw enforcement’ ke
dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam
arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti

sempit.”

" Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.
> Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan
Berteknologi, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hal. 76.
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Tugas utama penegakan hukum adalah unruk mewujudkan keadilan,
karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa
penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual
yang tidak bernyali, yang oleh Achmad AH biasa disebut dengan hukum yang
mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai
yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang
bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu
hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep
penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam
penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya
peran serta masyarakat. '®

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit,
aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai
dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir
pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga
elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta
berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme Kkerja
kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk
mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung

baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur mated ‘hukum yang

’® 1bid hal. 79.
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dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya
penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara
simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara
internal dapat diwujudkan secara nyata.”’

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang

jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara R1 1945.

E. Pengertian Paspor

Dalam perlintasan orang antar negara, atau untuk memasuki wilayah
negara lain, biasanya atau mutlak harus dilengkapi dengan suatu keterangan jalan
yang biasa disebut surat perjalanan atau paspor. Surat perjalanan atau paspor yang
selanjutnya kita sebut saja dengan paspor pada umumnya mempunyai ciri-Ciri
yang sama dari sebagian besar negara-negara yang mengeluarkan paspor, baik
jenis, maupun ciri-ciri yang ada dalam paspor dengan beberapa kelainan sesuai
dengan kebijaksanaan dari pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 201 tentang
Keimigrasian Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah
dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga
negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama
jangka waktu tertentu.

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku

" Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1994), hal. 62.
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untuk melakukan perjalanan antar negara.’®

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor
atau elektronik paspor. E-paspor merupakan pengembangan dari paspor
kovensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip
yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya, data biometrik
ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang
memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor
tersebut.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus
ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara
tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat
memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap
(stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat
kedatangan.

Jenis-jenis paspor yang dikenal adalah:
1. Paspor Diplomatik (diplomatic passport) yang dikeluarkan oleh
Departemen Luar Negeri RI
2. Paspor Dinas (service passport) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar
Negeri RI
3. Paspor biasa (ordinary passport) yang dikeluarkan oleh Departemen
Kehakiman RI

4. Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI

"8 peran.Com," Pengertian Paspor Indonesia & Dasar Hukum Paspor Indonesia”, Diakses
Melalui  https://www.  perdan.com/content/2642/pengertian-paspor-indonesia-dasar-hukum-
paspor-indonesial', Tanggal 14 Pebruari 2015.
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Paspor Biasa untuk orang asing (alien passport) yang dikeluarkan oleh
Departemen Kehakiman RI

Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport ) untuk WNI yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI

Surat Perjalanan Laksana Paspor (in lieu of passport) untuk WNA yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI

Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI

Disamping jenis-jenis paspor tersebut, masih ada jenis paspor lainnya yang

dikeluarkan untuk kepentingan perjalanan tertentu, seperti surat perjalanan yang

dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai

Lasser Passer untuk staf pegawai PBB dan paspor pengungsi (refugee passport}.

Ciri-ciri yang terdapat dalam suatu Surat Perjalanan atau paspor pada umumnya

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Lambang dari negara yang mengeluarkan paspor.

Nomor paspor yang umumnya sudah dicetak bersamaan dengan percetakan
blanko dalam bentuk perforasi dan/atau dengan bentuk cetakan atau ditulis
kemudian.

Identitas pemegang paspor yang umumnya terdiri dari nama lengkap, tempat
dan tanggal lahir, bentuk badan, ciri-ciri badan lainnya, terkadang juga
alamat, pekerjaan dan lain-lain yang diperlukan untuk menjelaskan identitas
dari pemegang paspor yang bersangkutan.

Tempat dan tanggal dikeluarkannya paspor.

Tanggal berlakunya paspor, dinyatakan dengan jelas atau dinyatakan masa

berlaku paspor berlaku sekian tahun dari tanggal pengeluaran.
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6. Pejabat yang mengeluarkan paspor, biasanya dengan tanda tangan yang
dibubuhkan pada paspor.

7. Pasfoto dan tanda tangan / cap jari dari pemegang.

8. Halaman khusus untuk catatan resmi (catatan atau endorsement).

9. Halaman-halaman kosong yang biasanya diberi nama halaman visa untuk
diisi oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan perjalanannya,
seperti untuk visa, tanda untuk bertolak, izin masuk dan lain-lain yang
berhubungan dengan perjalanannya.

10. Jumlah halaman paspor yang dinyatakan untuk menetapkan paspor tersebut
berhalaman sekian dan tidak boleh ditambah secara tidak sah.

11. Ada negara yang mencantumkan pernyataan permohonan kepada negara-
negara yang akan dilalui oleh pemegang paspor untuk memberi
kemudahan-kemudahan dalam perjalanan yang bebas sebagai suatu
perlindungan terhadap warga negaranya dinegara lain.

12. Ada negara yang membatasi berlakunya paspor untuk negara-negara tertentu
atau tidak memberlakukan paspor tersebut untuk negara-negara tertentu.

Setiap paspor memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Paspor resmi yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terdiri atas 3 jenis paspor, sesuai dengan
institusi atau departemen pemerintah yang mengeluarkannya, yaitu: "

1. Paspor Umum
Paspor umum dikenal juga dengan paspor hijau. Paspor ini hanya
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham.

Paspor ini diterbitkan dalam dua jenis, yaitu: paspor elektronik dan non-

™ Henry Alifah, "Cara Membuat Paspor”, Melalui http://cara.media/membuat-paspor/,
Diakses Tanggal 17 Juni 2015.
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elektronik. Paspor non-elektronik merupakan paspor biasa yang terdiri dari

halaman-halaman tentang identitas seseorang serta halaman pengesahan dari

pemerintah negara asalnya dan juga pengesahan dari pemerintah negara yang
ia datangi. Adapun paspor elektronik, terdapat tambahan perangkat elektronik

(chip) yang ditanamkan dalam buku paspor tersebut. Chip tersebut bertujuan

untuk memudahkan pemeriksaan dan juga mencegah terjadinya pemalsuan

paspor.

Dalam pembuatan paspor umum ini, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai

dengan tujuan kepemilikannya, yaitu:

a. Paspor biasa: Untuk warga negara yang ingin pergi keluar negeri untuk
tujuan pribadi. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman.

b. Paspor khusus: Untuk warga negara yang ingin bekerja di luar negeri
dengan atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan jasa
ketenagakerjaan. Terdiri atas 48 halaman dan 24 halaman.

c. Paspor khusus jemaah haji: Untuk para calon jemaah haji yang akan
pergi ke tanah suci.

Paspor umum hanya berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal

dikeluarkannya. Jika lembar halaman pengesahan telah habis, paspor hilang

ataupun rusak, maka pemilik paspor dapat meminta penggantian paspor baru
ke kantor imigrasi terdekat. Khusus untuk paspor haji, biasanya hanya
berlaku selama musim keberangkatan haji dan paling lama selama 6 (enam)
bulan sejak diterbitkan.

2. Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik dikenal juga dengan paspor hitam. paspor ini dikeluarkan
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oleh Kementerian Luar Negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada para
pejabat dan pegawai pemerintah yang ditugaskan ke luar negeri dalam rangka
kepentingan pemerintah, tugas pendidikan yang dibiayai oleh negara dan
sebagai pelaksana tugas wakil pemerintah di luar negeri. Pemegang paspor
diplomatik mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan pemegang paspor
biasa, yaitu imunitas politik ataupun kekebalan hukum di negara tujuan.
3. Paspor Kedinasan
Paspor kedinasan dikenal juga dengan paspor biru. Paspor ini diberikan
kepada pegawai administrasi dan kalangan pegawai khusus lainnya yang
ditugaskan di luar negeri atas nama negara, akan tetapi tidak bersifat
diplomatik, seperti kunjungan para anggota dewan dalam rangka studi
banding atau undangan resmi lainnya. Masa berlaku paspor dinas ini hanya
selama masa tugas tersebut berjalan dan tidak lebih dari 5 tahun.
Cara pembuatan paspor adalah:®
1. Paspor Umum
a. Paspor Biasa
Kunjungi kantor imigrasi sesuai dengan membawa data kartu identitas diri
yang dimiliki. Adapun persyaratan umum Yyang harus dipenuhi untuk
membuat paspor biasa yaitu:
- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku
- Kartu keluarga
- Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah pemohon

Apabila semua syarat telah lengkap, sebagai pemohon dapat mengisi

% 1bid.
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formulir yang telah disediakan oleh petugas imigrasi setempat. Setelah itu,
serahkan formulir yang telah diisi kepada petugas loket disertai dengan
dokumen persyaratan. Jika dalam hal ini tidak terdapat kekurangan
dokumen persyaratan ataupun pencegahan dari keimigrasian, maka akan
menerima tanda terima permohonan pengajuan pembuatan paspor baru.
Selanjutnya, pemohon akan diarahkan menuju loket bendahara untuk
melakukan pembayaran administrasi. Di loket bendahara pemohon akan
menerima kuitansi pembayaran dan juga nomor perforasi paspor.
Selanjutnya, cukup  menunggu  panggilan  untuk  melakukan
pengambilan foto wajah dan sidik jari.
Apabila tahap-tahap di atas telah selesai, pemohon akan menuju tahap
tahap wawancara. Pada tahap wawancara pemohon wajib membawa
dokumen persyaratan dan identitas diri asli untuk kelengkapan dan proses
identifikasi pemohon. Setelah semua tahap dan kelengkapan telah selesai,
silakan menunggu panggilan pengambilan paspor. Biasanya pengambilan
paspor ini dapat diberikan tidak lebih dari 4 (empat) hari setelah tahap
wawancara. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemohon paspor
umum sekitar Rp 200.000 dan untuk paspor elektronik sebesar Rp 600.000
serta biaya tambahan jasa untuk penggunaan teknologi sistem penerbitan
paspor biometrik sebesar Rp55.000. Namun, harga ini dapat berubah
sewaktu-waktu.

b. Paspor Calon Tenaga Kerja
Calon tenaga kerja dapat mengajukan permohonan pembuatan paspor

secara perseorangan maupun secara kolektif melalui  perusahaan
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penyalur tenaga kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon

antara lain:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku

- Kartu keluarga

- Akta kelahiran, buku nikah atau ijazah yang berlaku

- Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan domisili
pemohon.

Biaya administrasi yang dikenakan kepada pemohon, sesuai dengan PP

No. 38 tahun 2009 adalah sebesar Rp. 105.000 untuk paspor 24 halaman

dan Rp. 255.000 untuk paspor 48 halaman.

c. Paspor Calon Jamaah Haji

Para calon jemaah haji harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku

- Kartu keluarga

- Akta kelahiran, buku nikah, ijazah atau surat keterangan dari
Direktur Pelayanan Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah yang berisi tentang identitas jemaah haji

- Surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama setempat
Paspor yang akan diterima oleh para calon jemaah haji terdiri dari 48
halaman dan berlaku paling lama 6 bulan terhitung pada saat
keberangkatan dan dapat dipergunakan untuk kegiatan ibadah haji.

2. Paspor Diplomatik dan Paspor Kedinasan
Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- Surat perintah atau persetujuan penugasan dari Pimpinan diatasnya.

UNIVERSITASMEDAN AREA



47

- Kartu pegawai atau kartu tanda anggota.

- Surat pengantar dari biro kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan
surat keputusan Menteri Luar Negeri (bagi pelaksana perwakilan
Pemerintah).

Setelah semua syarat telah dipenuhi, pemohon mengisi formulir permohonan

pelayanan paspor dan ditujukan kepada Direktorat Konsuler Kementerian Luar

Negeri.

Semua permohonan pembuatan paspor diplomatik atau paspor dinas ini tidak

dipungut biaya sama sekali.

F. Prinsip Hukum Keimigrasian Indonesia
Hukum Keimigrasian adalah Hukum yang mengatur terkait dengan lalu

lintas masuk dan keluarnya orang. Dalam pengaturan ini harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan secara seimbang antara kepentingan nasional dan
kepentingan global. Untuk menjamin keseimbangan tersebut, dalam
melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:®*
1. Prinsip bahwa Indonesia adalah non immigrant state.

Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak

kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi

semaksimal mungkin pertambahan penduduk (warganegara) melalui proses

kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

2. Prinsip Selective Policy

81 Bagir Manan, Makalah, Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan
dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi, disampaikan pada ceramah rapat
kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996.
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Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-
sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan
dan usaha mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

3. Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security
Adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan
pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan
secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam
hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi
kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga
kepentingan security bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana
secara wajar.

4. Prinsip the right of movement.

Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin
dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk
berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara
yang kKhusus.

5. Bahwa keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi
Negara, pada prinsip ini Keimigrasian harus senantiasa berjalan di atas asas-
asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (general principle of good
administration).

Bahwa pada hakikatnya keimigrasian Indonesia bertujuan untuk
kesejahteraan warga Indonesia umumnya dan warga negara as ing khususnya
sebagaimana dituangkan dalam Konsidrens dari Undang-undang nomor 6 tahun

2011 antara lain menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari
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perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam
rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu juga dengan perkembangan
global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang
menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang
merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia,
sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian
hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi

manusia, sehingga diundangkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011.
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